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ABSTRAK 

 Disiplin Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 

2021 adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan 

menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan 

Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di 

Kabupaten Deli Serdang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan 

deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengambil narasumber sebanyak lima orang. 

Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 

94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Deli Serdang 

telah terimplementasi dengan baik, karena pimpinan dan pegawai mampu dalam 

mencapai tujuan dan sasaran, pelaksanaan operasional, melakukan pengawasan dan 

penilaian secara berkala. Selain itu, pelaksanaan kebijakan ini dilakukan secara 

intensif melalui program pengarahan, sosialisasi, ataupun rapat rutin agar pegawai 

dapat memahami dan mematuhi kebijakan disiplin pegawai. Melalui serangkaian 

pelatihan, edukasi, penerapan kebijakan, pengawasan yang ketat, serta evaluasi 

yang telah dilakukan, pegawai kini lebih disiplin dalam menjalankan tugas-tugas 

mereka. Tingkat absensi berkurang, dan kepatuhan terhadap peraturan meningkat. 

Pegawai diharapkan konsisten dalam menyelesaikan tugas dengan tepat waktu 

sehingga dapat mengelola dokumen atau surat menyurat dengan baik dan 

memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. 

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Disiplin berasal dari kata latin disciplina yang berarti latihan atau 

pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan sikap. Disiplin 

dapat diartikan sebagai perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang 

dipercayai merupakan tanggung jawabnya, seperti tugas-tugas di kantor dan 

kehadiran karyawan pada jam yang sudah disesuaikan dilembaga 

pemerintahan. Disiplin merupakan kunci terwujudnya tujuan karena tanpa 

disiplin yang baik, sulit terwujud tujuan yang maksimal. Dengan disiplin yang 

tinggi, kinerja karyawan akan meningkat, sehingga pekerja akan bekerja sebaik 

mungkin untuk mencapai tujuan dari sebuah perusahaan atau lembaga (Padli 

et al., 2023).  

 Kedisiplinan pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan regulasi yang mengatur tentang 

tindakan disiplin terhadap pegawai negeri sipil. Regulasi ini memiliki peran 

utama, karena disiplin merupakan kunci terwujudnya tujuan organisasi 

pemerintahan. Tanpa disiplin yang baik, sulit untuk mencapai tujuan yang 

maksimal. Disiplin ini melibatkan ketaatan terhadap peraturan, prosedur, dan 

ketentuan yang berlaku. Selain itu, disiplin juga mencakup kemampuan untuk 

mengendalikan diri, mengatur waktu, dan bekerja sama dengan kolega secara 
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harmonis (Manoppo, 2022).  

 Dalam menangani pelanggaran kedisiplinan, penting bagi lembaga 

pemerintahan untuk menerapkan hukuman yang proporsional dan sesuai 

dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Hukuman tersebut dapat berupa 

teguran lisan, teguran tertulis, panggilan kehadiran, peringatan keras, 

pemindahan jabatan, penundaan kenaikan pangkat, atau bahkan pemecatan, 

tergantung pada keparahan pelanggaran dan kebijakan yang berlaku. Setiap 

tindakan pelanggaran harus diproses dengan adil dan tidak memihak, terlepas 

dari status atau jabatan pegawai yang bersangkutan. Prinsip ini menjamin 

konsistensi dan integritas dalam penanganan kasus pelanggaran kedisiplinan. 

Pelanggaran kedisiplinan dalam lembaga pemerintahan terutama pada pegawai 

negeri sipil (PNS) merujuk pada tindakan atau perilaku yang melanggar aturan 

dan norma yang berlaku dalam jabatan dan tugas PNS. Pelanggaran 

kedisiplinan dapat mencakup berbagai hal, seperti absensi tidak teratur, 

ketidakhadiran tanpa alasan yang sah, keterlambatan, penyalahgunaan 

wewenang, pelanggaran etika, atau melanggar tugas-tugas yang telah 

ditetapkan (Daulay, 2022). 

 Penyebab terjadi pelaanggaran disiplin pada PNS salah satunya kurangnya 

sinergitas antara pimpinan dan pegawai dalam menjalankan roda pemerintahan 

dapat menyebabkan pelanggaran disiplin. Hal ini karena tidak adanya 

keselarasan dalam tujuan dan cara kerja antara kedua belah pihak. Pada aspek 

lain pengawasan yang kurang efektif dari pimpinan dapat membuat pegawai 

merasa bebas untuk melanggar disiplin tanpa khawatir akan konsekuensi.  
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 Pegawai Negeri Sipil telah dilaksanakan dengan tujuan untuk 

mengendalikan masyarakat, khususnya pegawai dalam melaksanakan 

pelayanan kepada masyarakat. Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) diharuskan 

untuk memahami peraturan tersebut agar dapat menjadikannya sebagai 

pedoman dalam melaksanakan disiplin PNS. Penegakan disiplin diharapkan 

dapat mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan 

sistem prestasi kerja serta berintegritas moral menjadi pertimbangan dalam 

pengembangan karier (Atiana, 2024). Menegakkan aturan menjadi tantangan, 

terutama jika tidak ada pemahaman yang sama atau ada interpretasi yang 

berbeda mengenai apa yang dianggap sebagai pelanggaran dan apa 

konsekuensinya. Konsistensi dan objektivitas dalam penegakan aturan 

sehingga perlu ditekankan. Meningkatkan disiplin kerja berarti harus ada 

sistem pelaporan dan pemantauan yang efektif. Kesulitan ini berkaitan dengan 

kekurangan sumber daya manusia, biaya, dan teknologi, yang semuanya 

diperlukan untuk mendukung implementasi dan penegakan aturan.  

 Dalam implementasi peraturan ini mencakup penegakan sanksi bagi 

pegawai yang melanggar ketentuan disiplin. Sanksi yang ditetapkan haruslah 

tegas, adil, dan proporsional sesuai dengan tingkat pelanggaran yang 

dilakukan. Aspek ini akan menjadi penanda bahwa peraturan ini serius 

diterapkan dan memberikan efek jera kepada pegawai yang melanggar, 

sekaligus memberikan contoh positif bagi pegawai lainnya untuk mematuhi 

aturan. Penyediaan sosialisasi dan edukasi yang cukup kepada seluruh pegawai 

negeri sipil. Penyampaian informasi dalam sosialisasi ini harus jelas, terperinci, 
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dan mudah dipahami oleh seluruh pegawai. Hal ini akan membantu pegawai 

memahami aturan dan ketentuan yang terkandung dalam peraturan ini, serta 

meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka terhadap pentingnya 

menegakkan disiplin di lingkungan kerja (Atiana, 2024). 

 Dampak yang paling signifikan dalam menilai efektifitas implementasi 

peraturan ini adalah kesadaran dan kepatuhan PNS terhadap aturan. PNS yang 

memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya menjalankan tugas dengan baik dan 

memiliki kedisiplinan yang tinggi, maka implementasi peraturan ini dapat 

dikatakan efektif. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil memiliki tujuan utama yaitu 

meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong profesionalisme dan etika 

kerja PNS, dan menjaga ketertiban dan kedisiplinan di lingkungan kerja. 

Efektifitas implementasi peraturan ini dapat dilihat dari kesadaran dan 

kepatuhan PNS, penurunan pelanggaran disiplin, peningkatan kualitas dan 

efisiensi pelayanan publik, serta perubahan budaya organisasi yang terjadi 

(Ratnasari & Thamrin, 2022). 

 Kabupaten Deli Serdang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera 

Utara, Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1984 tentang 

Undang-Undang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 

Nomor 7 Darurat Tahun 1965, Kabupaten Deli Serdang telah ditetapkan 

sebagai daerah otonom. Hal ini berarti bahwa Kabupaten Deli Serdang 

memiliki otonomi atau kemerdekaan dalam mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan lokal, sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. 
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Pegawai pemerintah di Kabupaten Deli Serdang terdiri dari Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pada 

saat ini, jumlah total PNS adalah 9.511. Sementara itu, jumlah PPPK di 

kabupaten ini mencapai 2.394. PPPK adalah status pegawai baru yang 

diberlakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan aturan 

dan regulasi yang ada (Maharani et al., 2022). 

 Salah satu kendala utama adalah memastikan bahwa pegawai negeri sipil 

memahami dan mematuhi ketentuan-ketentuan baru yang terdapat dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Tidak semua pegawai memiliki 

pemahaman yang sama tentang pentingnya disiplin dan tanggung jawab 

pegawai negri sipil dalam menjaga kedisiplinan. Budaya organisasi yang tidak 

mendukung disiplin atau bahkan memperbolehkan praktik-praktik yang tidak 

disiplin dapat menjadi kendala serius. Memperbaiki budaya organisasi 

memerlukan waktu dan upaya yang besar, terutama jika budaya tersebut telah 

berlangsung dalam jangka waktu yang lama. 

 Peraturan pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 mengenai disiplin 

pegawai negeri sipil merupakan salah satu kebijakan fundamental yang 

menentukan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Dengan mengevaluasi 

implementasi PP ini, penelitian akan memberikan gambaran sejauh mana 

kebijakan tersebut berhasil diterapkan dalam praktik, khususnya di Kabupaten 

Deli Serdang. Melakukan penelitian tentang implementasi PP Nomor 94 Tahun 

2021 di Kabupaten Deli Serdang penting dilakukan untuk mengukur efektivitas 

dan dampak kebijakan tersebut terhadap peningkatan kinerja PNS dan kualitas 
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pelayanan publik. Ini juga memberikan kesempatan untuk identifikasi 

perbaikan dan rekomendasi strategis, serta memastikan kebijakan tersebut 

diterapkan secara efektif dan efisien di tingkat daerah. Dari latar belakang 

masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang 

berjudul: Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Deli Serdang. 

1.2. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang 

dimaksudkan, maka skripsi ini membataskan ruang lingkup penelitian kepada 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) 

Kabupaten Deli Serdang. 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang diuraikan dalam latar belakang, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Deli Serdang? 

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 94 

Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Deli 

Serdang. 

b. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dengan dilakukannya 
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penelitian ini adalah:  

1) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan 

kepentingan dan perkembangan ilmu pengetahuan 

disamping hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi 

dalam penelitian selanjutnya. 

2) Memberikan kesempatan bagi penulis untuk lebih 

memperdalam pengetahuan yang berkaitan pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Deli Serdang. 

1.5. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan 

Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

BAB II URAIAN TEORITIS 

 Pada bab ini berisikan dan menguraikan teori tentang Pengertian 

Implementasi Kebijakan Publik, Pengertian Kebijakan Publik, Unsur-Unsur 

Implementasi Kebijkan Publik, Model Implementasi Kebijakan Publik, 

Pengertian Disiplin Kerja, dan Pengertian Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini berisikan tentang Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Defenisi 

Konsep, Kategorisasi Penelitian, Informan atau Narasumber, Teknik 
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Pengumpulan Data, Lokasi dan Waktu Penelitian, Deskripsi Ringkas Objek 

Penelitian. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini menguraikan tentang penyajian dan hasil pengamatan dari 

jawaban narasumber-narasumber berisikan tentang Hasil Penelitian dan 

Pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

 Pada bab ini membuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang 

diteliti. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

URAIAN TEORITIS 

2.1. Implementasi Kebijakan Publik 

2.1.1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik 

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan 

dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang Meter dan Horn dalam  

Winarno (2014: 149-150), berpendapat berpendapat bahwa implementasi kebijakan 

adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-

kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-

tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. 

Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-

keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu 

maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mecapai perubahan-

perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. 

 Winarno dalam Pradana (2016: 81), menjelaskan   implementasi   kebijakan   

publik   adalah sebuah alat dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik 

bekerja bersama-sama untuk menjalankan   kebijakan   untuk   mencapai   tujuan   

yang diharapkan. 

 Menurut Tacjhan dalam Fanani dan Wibawani (2022), implementasi kebijakan 

publik adalah suatu proses kegiatan administratif yang terjadi setelah kebijakan 

ditetapkan dan disetujui. Kegiatan diantaranya adalah politik dan evaluasi 
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kebijakan. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah 

yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan 

mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat 

baik hal ini berarti pula bahwa implementasi kebijakan hanya satu variable penting 

yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan didalam memecahkan 

persoalan-persoalan publik. Dalam implementasi kebijakan sangat penting untuk 

memahami apa yang terjadi setelah suatu program ditetapkan berlaku atau dibuat. 

Pemahaman tersebut juga mencakup upaya untuk mengadministrasikannya dan 

memiliki dampak nyata pada masyarakat. 

 Thoha dalam Ramdhani dan Ramdhani (2017: 3), memberikan defenisi tentang 

kebijakan publik sebagai hasil rumusan dari suatu pemerintahan. Dalam pandangan 

ini, kebijakan publik lebih dipahami sebagai apa yang dikerjakan oleh pemerintah 

dibandingkan daripada proses hasil yang dibuat. 

 Implementasi adalah suatu tahapan dalam proses kebijakan publik, pada 

umumnya implementasi diterapkan setelah suatu kebijakan ditetapkan 

implementasi merupakan sebuah rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan 

kebijakan yang telah ditetapkan kepada masyarakat, sehingga kebijakan tersebut 

membawa hasil seperti yang diharapkan. Implementasi kebijakan pada intinya 

adalah suatu cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan dan latar belakang 

pembentukannya terdapat dua cara implementasi kebijakan yaitu secara langsung 

mengimplementasikannya dan melalui formulasi kebijakan (Agindawati, 2019: 

98). 

 Ripley dan Franklin dalam Winarno (2014: 148), berpendapat bahwa 
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implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang 

memberikan luaran yang nyata. Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah 

kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan 

hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. 

 Mazmanian & Sabatier dalam Wijaya dan Aprilia (2020: 78), menyampaikan 

fokus implementasi sebagai hal-hal yang timbul dari pengesahan kebijakan negara, 

dapat meliputi dampak nyata yang dirasakan masyarakat sehingga dapat 

diadministrasikan sebagai bahan evaluasi lebih lanjut. 

 Menurut Grindle dalam Winarno (2014: 149), memberikan pandangan tentang 

implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah 

membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa 

direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, 

tugas implementasi mencakup terbentuknya “a policy delivery system”, di mana 

sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada 

tujuan-tujuan yang diinginkan. 

 Proses kebijakan tidak hanya menyangkut bagaimana suatu perumusan 

kebijakan dilakukan. Proses kebijakan juga berkenaan dengan pelaksanaan 

(implementasi) kebijakan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan. Implementasi 

merupakan suatu tahapan yang sangat penting dari rangkaian proses kebijakan 

setelah perencanaan kebijakan ditetapkan atau dibuat karena implementasi 

kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan serta 

dampak kebijakan dapat dihasilkan. Satu tahapan yang seringkali terabaikan oleh 

para analis kebijakan kebanyakan. Hal ini sependapat dengan yang diungkapkan 
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Udoji bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin 

jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan akan sekedar berupa 

impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip jika tidak 

diimplementasikan (Rizky & Mahardika, 2023). 

 Dari defenisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan 

publik adalah proses untuk melaksanakan kebijakan baik berbentuk undang-

undang, peraturan-peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

2.1.2. Pengertian Kebijakan Publik 

Carl Fredirch dalam Choiriyah (2018: 21), mengartikan kebijakan adalah 

suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seorang, kelompok atau pemerintah dalam 

suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-

kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi 

dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu 

maksud tertentu.  

Menurut Anderson dalam Winarno (2014: 21), kebijakan merupakan arah 

tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau 

sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Sifat kebijakan 

publik sebagai arah tindakan dapat dipahami secara lebih baik bila konsep dirinci 

menjadi beberapa kategori. Kategori-kategori itu antara lain adalah tuntutan-

tuntutan kebijakan (policy demads), keputusan-keputusan kebijakan (policy 

decision), pertanyaan-pertanyaan kebijakan (policy statements), hasil-hasil 

kebijakan (policy outputs), dan dampak-dampak kebijakan (policy outcomes). 
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Kebijakan dalam artian sederhana diartikan sebagai kajian terhadap 

peraturan atau program dalam rangka guna untuk mencapai tujuan tertentu. 

Kebijakan itu sendiri selalu dihubungkan dengan upaya penyelesaian suatu 

masalah. Kebijakan tidak memiliki makna dan arti apa-apa ketika kebijakan 

tersebut tidak diimplementasikan. Sesuai dengan pendapat Gaffar dalam Ananda, 

dkk. (2021: 150), implementasi merupakan salah satu tahapan dalam proses 

kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah kebijakan itu 

dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi ialah suatu rangkaian aktifitas 

dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan 

tersebut dapat membawa hasil sebagaimana mestinya. 

Selanjutnya, Suharto dalam Rizky dan Mahardika (2023: 1277), 

mengatakan bahwa, kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif 

untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik juga bisa dirumuskan 

berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka 

kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu. 

Menurut Chandler dan Plano dalam Papilaya (2020: 81), kebijakan publik 

merupakan pemanfaatan strategis terhadap sumber daya yang ada untuk 

memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Menurutnya, kebijakan 

publik merupakan bentuk intervensi negara untuk melindungi kepentingan 

masyarakat (kelompok) yang kurang beruntung. 

Pelaksanaan kebijakan akan berdampak kepada keberhasilan kebijakan 

tersebut. Sebuah kebijakan dikatakan berhasil apabila memberikan pengaruh positif 
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kepada masyarakat. Artinya bahwa kebijakan mampu mengarahkan masyarakat 

menjadi lebih terarah dan sesuai dengan keinginan pemerintah. Maka pemerintah 

memiliki kewajiban dalam mengawasi keterlaksanaan kebijakan melalui 

perancangan program dan strukturisasi proses pelaksanaan. Maka dapat 

disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan merupakan kegiatan, program dan 

aktivitas dalam penerapan keputusan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan yang 

ditetapkan pada keputusan kebijakan (Desrinelti, dkk., 2021: 85). 

Dye dalam Sutmasa (2021: 26), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah 

segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil 

yang membuat sebuah kehidupan besama tampil berbeda. Definisi tersebut secara 

jelas menegaskan betapa pemerintah memegang peran sangat penting dalam 

seluruh proses kebijakan publik, dari perumusan, implementasi hingga outcomes-

nya. Memang harus diakui, dalam konteks kebijakan publik tersebut, efektivitas 

sebuah pemerintahan sangat ditentukan. 

Hernaman dalam Mansur (2021: 324), terbitnya kebijakan publik dilandasi 

kebutuhan untuk penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Kebijakan 

publik ditetapkan oleh para pihak (stakeholders), terutama pemerintah yang 

diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Makna 

dari pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu hubungan yang memungkinkan 

pencapaian tujuan-tujuan atau sasaran sebagai hasil akhir dari kegiatan yang 

dilakukan pemerintah. Kekurangan atau kesalahan kebijakan publik akan dapat 

diketahui setelah kebijakan publik tersebut dilaksanakan, keberhasilan pelaksanaan 
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kebijakan publik dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan sebagai hasil evaluasi 

atas pelaksanaan suatu kebijakan. 

Dari pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik 

merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang berorientasi kepada 

kepentingan publik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu aksi 

pemerintah dalam mengatasi masalah dengan memerhatikan untuk siapa, untuk apa, 

kapan, dan bagaimana. 

2.1.3. Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan Publik 

Unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada tiga menurut 

Dimock dan Dimock dalam Kusdinar (2022: 36): 

a. Unsur pelaksana, merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang 

terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, pelaksanaan 

operasional, pengawasan serta penilaian. 

b. Adanya program yang dilaksanakan. Suatu kebijakan publik tidak 

mempunyai arti penting adanya tindakan yang nyata dilakukan dengan 

berbagai program atau kegiatan. Program atau kegiatan merupakan rencana 

yang komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang 

digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. 

c. Target grup atau kelompok sasaran. Target grup atau kelompok sasaran 

adalah sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan 

menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh 

kebijakan 
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2.1.4. Model Implementasi Kebijakan 

Charles O. Jones dalam Permatasari (2015: 320), memberikan definisi 

implementasi kebijakan (policy implementation) sebagai sebuah penerapan yaitu 

suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program. 

Berdasarkan teori tersebut maka dalam implementasi kebijakan publik terdapat tiga 

aktivitas utama yang sangat penting yaitu pengorganisasian, interpretasi dan 

aplikasi. 

a. Organisasi, dalam konteks implentasi kebijakan merupakan aktivitas untuk 

membentuk badan-badan, unit-unit, beserta metode-metode yang 

diperlukan guna mencapai tujuan-tujuan yang terkandung di dalam 

kebijakan. Organisasi merupakan kesatuan orang-orang yang melakukan 

pekerjaan dalam ruang lingkup administrasi. Dalam hal pelaksanaan 

kebijakan, organisasi dapat dikaitkan dengan dengan penentu unit-unit kerja 

yang ada, serta pembagian tugas dari masing-masing unit organisasi dalam 

hal sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasana. 

b. Interpretasi, ialah usaha untuk mengerti apa yang dimaksud oleh pembentuk 

kebijakan dan mengetahui betul apa dan bagaimana tujuan akhir itu harus 

diwujudkan atau direalisasikan. Selain itu, pelaksana kebijakan tidak hanya 

memahami isi kebijakan, tetapi juga pendekatan, penyampaian, dan 

pelaksanaannya. Prestasi dalam hal keberhasilan implementasi kebijakan 

berarti memahami tujuan dan sasaran kebijakan sehingga dapat 

mendukungnya dengan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan 

kebijakan tersebut. 
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c. Aplikasi, ialah penerapan secara rutin dari segala keputusan dan peraturan-

peraturan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk tercapainya tujuan 

kebijakan. Dengan cara ini, yang terpenting dalam implementasi disusun 

menurut urutan pentingnya dan prioritas waktu. Penerapan kebijakan sangat 

berkaitan dengan prosedur dan tata kerja kebijakan, yang biasanya berupa 

petunjuk pelaksana kebijakan, bermula dari konsep aplikasi atau penerapan 

program. 

2.2. Disiplin Kerja 

Disiplin berasal dari kata latin disciplina yang berarti latihan atau pendidikan 

kesopanan dan kerohanian serta pengembangan sikap. Menurut Cahyono dalam 

Dewi dan Trihudiyatmanto (2020: 115), disiplin kerja adalah suatu sikap yang 

dipenuhi dengan kesadaran untuk patuh dan taat dalam menjalankan aturan sesuai 

dengan peraturan yang telah ditetapkan dan aturan itu harus benar-benar 

dilaksanakan sebab jika aturan tersebut tidak dilaksanakan akan mendapatkan 

sanksi. 

Menurut Bejo Siswanto dalam Muizu, dkk. (2016: 173), disiplin kerja 

merupakan suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap 

peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis 

serta sanggup menjalankan dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya 

apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. 

Hasibuan dalam Arif, dkk. (2020: 107), menyatakan bahwa kedisiplinan adalah 

adanya suatu kesadaran dan kesediaan seorang pegawai untuk mentaati segala 

peraturan dan norma-norma yang ada dalam suatu organisasi. Selanjutnya menurut 
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Singodimedjo dalam Tanjung (2015: 29), bahwa disiplin adalah sikap kesediaan 

dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan mentaati segala norma peraturan yang 

berlaku disekitarnya. 

Disiplin merupakan prosedur yang memperbaiki bawahan sebab melanggar 

ketentuan yang diterapkan. Disiplin yang baik menggambarkan banyaknya 

pekerjaan pegawai yang diberikan. Hal ini menambah semangat kerja serta 

terwujudnya tujuan perusahaan, pegawai dan masyarakat. Kehidupan berorganisasi 

diperlukan membutuhkan sikap disiplin kerja dari para pegawai. Dengan 

meningkatnya rasa disiplin kerja dari pegawai maka tugas-tugas yang dikerjakan 

pegawai itu sendiri akan terselesaikan dengan baik. Sehingga dari tujuan 

pencapaian organisasi bisa maksimal dan tercapai dengan sangat memuaskan. Hal 

ini juga akan berdampak secara tidak langsung terhadap kinerja pegawai itu sendiri. 

Disiplin kerja penting untuk ditumbuhkan dan terus ditingkatkan demi tujuan 

bersama antara organisasi dan pegawai (Putra & Fernos, 2023: 618). 

Menurut Hasibuan dalam Arda (2017: 50-51), ada 8 indikator kedisiplinan 

antara lain adalah: 

a. Tujuan dan kemampuan, tujuan yang akan dicapai harus jelas dan 

ditetapkan secara ideal serta cukup menantang bagi kemampuan karyawan. 

Hal ini berarti bahwa tujuan (pekerjaan) yang dibebankan kepada 

karyawan harus sesuai dengan kemampuan karyawan bersangkutan, agar 

dia bekerja dengan sungguh-sungguh dan disiplin dalam mengerjakannya. 

b. Teladan pimpinan, pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para 
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bawahannya. Pimpinan harus memberi contoh yang baik, berdisiplin baik, 

jujur, adil, serta sesuai kata dengan perbuatan. Dengan teladan pimpinan 

yang baik, kedisiplinan bawahan pun akan ikut baik. Jika teladan pimpinan 

kurang baik (kurang berdisiplin), para bawahan pun akan kurang disiplin. 

c. Balas jasa, balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan karyawan 

terhadap perusahaan/pekerjaannya. Semakin besar balas jasa semakin baik 

kedisiplinan karyawan. Karyawan sulit berdisiplin baik selama kebutuhan-

kebutuhan primernya tidak terpenuhi dengan baik.  

d. Keadilan, keadilan yang dijadikan dasar kebijaksanaan dalam pemberian 

balas jasa (pengakuan) atau hukuman akan merangsang terciptanya 

kedisiplinan karyawan yang baik. Manajer yang cakap dalam memimpin 

selalu berusaha bersikap adil terhadap semua bawahannya. Dengan 

keadilan yang baik akan menciptakan kedisiplinan yang baik pula. Jadi, 

keadilan harus diterapkan dengan baik pada setiap perusahaan supaya 

kedisiplinan karyawan perusahaan baik pula. 

e. Waskat, waskat (pengawasan melekat) berarti atasan harus aktif dan 

langsung mengawasi perilaku, moral, sikap, gairah kerja, dan prestasi kerja 

bawahannya. Waskat efektif merangsang kedisiplinan dan moral kerja 

karyawan. Karyawan merasa mendapat perhatian, bimbingan, petunjuk, 

pengarahan, dan pengawasan dari atasannya. 

f. Sanksi hukuman, berat atau ringannya sanksi hukuman yang akan 

diterapkan ikut mempengaruhi baik atau buruknya kedisiplinan karyawan. 

Sanksi hukuman harus ditetapkan berdasarkan pertimbangan logis, masuk 



20 

 

 
 

akal, dan diinformasikan secara jelas kepada semua karyawan. Sanksi 

hukuman hendaknya cukup wajar untuk setiap tingkatan yang indisipliner, 

bersifat mendidik, dan menjadi alat motivasi untuk memelihara 

kedisiplinan dalam perusahaan. 

g. Ketegasan, pimpinan harus berani dan tegas, bertindak untuk menghukum 

setiap karyawan yang indisipliner sesuai dengan sanksi yang telah 

ditetapkan. Pimpinan yang berani bertindak tegas menerapkan hukuman 

bagi karyawan yang indisipliner akan disegani dan diakui 

kepemimpinannya oleh bawahan. 

h. Hubungan kemanusiaan, hubungan-hubungan baik bersifat vertikal 

maupun horizontal yang terdiri dari direct single relationship, direct group 

relationship, dan cross relationship hendaknya harmonis. Terciptanya 

human relationship yang serasi akan mewujudkan lingkungan dan suasana 

kerja yang nyaman. Hal ini akan memotivasi kedisiplinan yang baik pada 

perusahaan. Jadi, kedisiplinan karyawan akan tercipta apabila hubungan 

kemanusiaan dalam organisasi tersebut baik. 

Berdasarkan defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa disiplin adalah suatu alat 

atau sarana bagi organisasi untuk mempertahankan eksistensinya. Dengan disipin 

yang tinggi, para pegawai akan menaati semua ketentuan dan peraturan yang ada, 

sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. 

2.3. Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

 Pegawai Negeri Sipil merupakan eksistensi bagi suatu negara. Menurut 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang 
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Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Pegawai Negeri Sipil 

adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat dan 

yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas 

dalam suatu jabatan Negara, atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji 

berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. 

 Menurut Poerbakawatja dalam Shalahuddin (2017: 99), disiplin adalah suatu 

keadaan yang menunjukkan suasana tertib dan teratur yang dihasilkan oleh orang-

orang yang berada dibawah naungan sebuah organisasi karena peraturan yang 

berlaku dihormati dan dipatuhi. 

 Pegawai Negeri Sipil adalah bagian penting dari sumber daya manusia aparatur 

negara, dan peran mereka dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan bangsa ditunjukkan oleh sikap disiplin yang tinggi, 

kinerja yang baik, serta sikap dan perilaku yang penuh dengan kesetiaan dan 

ketaatan kepada negara. Pegawai Negeri Sipil juga profesional, bermoral, dan 

bermental baik, dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik. Sebagai 

bagian dari aparatur negara yang menjalankan pemerintahan, pegawai negeri sipil 

harus memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi dan 

tugasnya dengan efektif. 

 Disiplin Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 

2021 adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan 

menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.  
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 Pegawai Negeri wajib menaati segala peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan 

penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.  

Pegawai Negeri terdiri dari:  

1. Pegawai Negeri Sipil  

2. Anggota Tentara Nasional Indonesia  

3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 pasal 3, setiap PNS wajib: 

a) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, dan Pemerintah. 

b) Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 

c) Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah 

yang berwenang. 

d) Menaati ketetuan peraturan perundang-undangan. 

e) Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, 

kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 

f) Menunjukkan integritas dan keteladan dalam sikap, perilaku, 

ucapan, dan Tindakan kepada setiap orang, baik didalam maupun 

diluar kedinasan. 

g) Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia 

jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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h) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Pada pasal 4, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 3 PNS wajib: 

a. Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS. 

b. Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan. 

c. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, 

seseorang, dan/atau golongan. 

d. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui 

ada hal yang membahayakan keamanan negara atau merugikan 

keuangan negara. 

e. Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

f. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. 

g. Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-

baiknya. 

h. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan 

kompetensi. 

i. Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas 

dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Adapun larangan untuk Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Pasal 5 yaitu: 
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a. Menyalahgunakan wewenang. 

b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntangan pribadi 

dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain 

yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan. 

c. Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain. 

d. Bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau 

tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. 

e. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga 

swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat 

Pembina Kepegawaian. 

f. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau 

meminjamkan barang baik bergerak maupun tidak bergerak, 

dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah. 

g. Melakukan pungutan diluar ketentuan. 

h. Melakukan kegiatan yang merugikan negara. 

i. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan. 

j. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan. 

k. Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau 

pekerjaan. 

l. Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan. 

m. Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat 

mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani. 

n. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, 
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calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon Dewan 

Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dengan cara: 

1. Ikut kampanye. 

2. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai 

atau atribut PNS. 

3. Sebegai peserta kampanye dengan mengarahkan PNS lain. 

4. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas 

negara. 

5. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan 

atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan 

sesudah masa kampanye. 

6. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihaka 

terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, 

selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, 

ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS 

dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan 

Masyarakat. 

7. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda 

Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk. 



 
 

27 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Untuk menentukan metode penelitian, terlebih dahulu perlu mengetahui jenis 

penelitian yang digunakan. Ini penting untuk memahami makna sebenarnya dari 

jenis penelitian tersebut dan mendapatkan gambaran yang jelas tentang apa yang 

sebenarnya dilakukan dalam penelitian. Dengan demikian, penelitian dapat 

melanjutkan ke langkah berikutnya dalam proses analisis data.  

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif kualitatif, yakni prosedur pemecahan masalah yang diteliti 

menggunakan pengamatan untuk menggambarkan keadaan objek yang diteliti 

berdasarkan fakta-fakta yang terlihat (Syafrizal & Martinelli, 2023: 8). 

Hal ini sesuai dengan pendapat Bogdan dan Taylor dalam Rizky dan 

Mahardika (2023), bahwa metode penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, catatan-catatan 

yang berhubungan dengan makna, nilai serta pengertian. Selain itu metode 

kualitatif senantiasa memiliki sifat holistik, yaitu penafsiran terhadap data dalam 

hubungannya dengan berbagai aspek yang mungkin ada. 

Nazir dalam Hajar dan Kholik (2020), menegaskan bahwa metode deskriptif 

dapat meneliti masalah-masalah normative bersama-sama dengan masalah status 

dan sekaligus membuat perbandingan-perbandingan antara fenomena. Tujuan 
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penelitian deskripsi adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara 

sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan 

antara fenonena yang diselidiki. 

3.2. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep ini disusun sebagai perkiraan tertulis dari hasil yang akan 

dicapai setelah dianalisi secara kritis berdasarkan persepsi yang dimiliki. 

 Input 

 

   Evaluasi II 

 

 

 

 

 

 

 Evaluasi I 

 

 Output 

 

Gambar 3.1 Kerangka Konsep 

Gambar diatas menunjukan proses pelaksanaan kebijakan Peraturan 

Pemerintah dalam upaya menciptakan kedisiplinan PNS sesuai dengan Kebijakan 

Peraturan Pemerintah Nomor 

94 Tahun 2021 Tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

Unsur-unsur dari implementasi 

kebijakan yang mutlak harus ada 

tiga menurut Dimock dan Dimock 

dalam Kusdinar (2022: 36): 

a. Unsur Pelaksana  

b. Adanya Program 

c. Target Grup 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil di 

Kabupaten Deli Serdang 

Terwujudnya PNS yang 

berintegritas moral, 

professional, dan 

bertanggungjawab 
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Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dalam Upaya menegakkan disiplin 

Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kepegawaian Daerah Kabupaten Deli Serdang. 

3.3. Defenisi Konsep 

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-

konsep sebagai berikut: 

a. Kebijakan Publik, merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah 

yang berorientasi kepada kepentingan publik untuk melakukan sesuatu 

atau tidak melakukan sesuatu aksi pemerintah dalam mengatasi masalah 

dengan memerhatikan untuk siapa, untuk apa, kapan, dan bagaimana. 

Implementasi Kebijakan Publik, adalah proses untuk melaksanakan 

kebijakan baik berbentuk undang-undang, peraturan-peraturan, keputusan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

b. Disiplin Kerja, suatu alat atau sarana bagi organisasi untuk 

mempertahankan eksistensinya. Dengan disipin yang tinggi, para pegawai 

akan menaati semua ketentuan dan peraturan yang ada, sehingga 

pelaksanaan pekerjaan dapat sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. 

c. Disiplin Pegawai Negeri Sipil, adalah kesanggupan PNS untuk menaati 

kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan 

perundang-undangan. 

3.4. Kategorisasi 

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel 

penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian 
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pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Adapun kategorisasi dari variabel 

penelitian ini, adalah:  

a. Adanya unsur pelaksana  

Menurut Dimock dan Dimock dalam Sugyati, dkk. (2017: 5), unsur 

pelaksana adalah pelaksana kebijakan yang dijelaskan sebagai: “pihak-

pihak yang mengejar kebijakan yang terdiri dari menetapkan tujuan dan 

sasaran organisasi, menganalisis dan merumuskan kebijakan organisasi 

dan strategi, pengambilan keputusan, perencanaan, pemrograman, 

mengorganisir, memobilisasi manusia, pelaksanaan, pemantauan dan 

menilai operasi.” 

b. Adanya program 

Kebijakan yang bersifat administratif yang masih berupa pernyataan-

pernyataan umum yang berisikan tujuan, sasaran, serta berbagai macam 

sarana, agar dapat diimplementasikan perlu dijabarkan lagi dalam 

program-program yang bersifat operasional. Oleh karena itu, pada 

hakekatnya implementasi kebijakan adalah implementasi program.  

c. Target Grup 

Target group adalah kelompok orang atau organisasi dalam masyarakat 

yang akan menerima barang dan jasa atau yang akan dipengaruhi 

perilakunya oleh kebijakan. Mereka diharapkan dapat menerima dan 

menyesuaikan diri terhadap pola-pola interaksi yang ditentukan oleh 

kebijakan. 
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3.5. Informan atau Narasumber  

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti dan 

orang yang mampu atau mengetahui informasi. Untuk melengkapi data-data yang 

akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

informan sebanyak lima orang. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah: 

1. Nama : Dina Sylvani, S.IP., M.Si 

Jabatan : Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan 

Umur : 39 Tahun 

2. Nama : Khairatun Hisan. S.Psi 

Jabatan : Analis SDM Aparatur Ahli Muda 

Umur : 45 Tahun 

3. Nama : Erwiyandari Pasaribu, S.E 

Jabatan : Pegawai 

Umur : 34 Tahun 

4. Nama : Devri Suherdi 

Jabatan : Pegawai 

Umur : 43 Tahun 

5. Nama : Suwandi 

Jabatan : Pegawai 

Umur : 50 Tahun 

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan penulis melalui data primer dan 

sekunder.  
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a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti 

secara langsung dari sumber asli atau pertama. Teknik pengumpulan 

data primer pada penelitian ini menggunakan atau melalui teknik 

wawancara. 

b. Data Sekunder 

Teknik pengumpulan data sekunder adalah teknik pengumpulan 

data yang menggunakan sumber-sumber data yang telah ada. Teknik 

pengumpulan data sekunder pada penelitian ini menggunakan atau 

melalui studi kepustakaan seperti buku referensi, situs web, dan 

dokumentasi yang diperoleh. 

3.7. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

data kualitatif. Analisis yang dilakukan adalah meringkas dan menyeleksi data. 

Data yang diambil berdasarkan fakta-fakta yang ada, sehingga memberikan 

gambaran tentang disiplin pegawai negeri sipil yang tertuang dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di 

Kabupaten Deli Serdang. Adapun tahap-tahap yang dilakukan penulis adalah 

sebagai berikut:  

a. Reduksi data, adalah proses pemilihan pemutusan pada 

penyederhanaan yang muncul dari catatan yang tertulis dilapangan. 

b. Penyajian data, untuk memeriksa, mengatur, dan mengelompokkan 

data sehingga menghasilkan data yang deskriptif. 
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c. Penarikan kesimpulan. Kesimpulan adalah tinjauan ulang pada catatan-

catatan dilapangan. Kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang 

timbul dari data yang dapat diuji kebenarannya, keasliannya, dan 

kecocokannya yang merupakan validasi dari data yang diteliti. 

3.8. Waktu dan Lokasi Penelitian  

Penelitian ini akan dilakukan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 

Deli Serdang. Dengan rentang waktu penelitian dimulai dari bulan maret sampai 

dengan selesai. 

3.9. Deskripsi Ringkas Objek Penelitian 

3.9.1. Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Deli 

Serdang 

• VISI 

“Tertib, Kreatif, dan Maju” 

• MISI 

1. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan kepegawaian daerah 

2. Menerapkan kebijakan kepegawaian yang menyeluruh, terpadu, dan 

merupakan solusi terhadap masalah kabupaten 

3. Meningkatkan kualitas SDM aparatur daerah melalui diklat struktual, 

teknis, dan fungsional 

4. Peningkatan dan pengembangan aparatur 

5. Melakukan seleksi dan penempatan SDM berdasarkan kompetensi 
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3.9.2.  Profil Badan Kepegawaian Kabupaten Deli Serdang 

 

Gambar 3.2 Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Deli Serdang 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 

Deli Serdang adalah perangkat daerah yang melaksanakan manajemen Pegawai 

Negeri Sipil Daerah dalam membantu tugas pokok Pejabat Pembina Kepegawaian 

Daerah di Kabupaten Deli Serdang 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Kabupaten Deli 

Serdang sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah terdiri dari 1 (satu) Kepala 

Badan; 1 (satu) Sekretaris; 4 (empat) Kepala Bidang; 12 (delapan) Kepala Sub 

Bidang; dan 3 (tiga) Kepala Sub Bagian. BKPSDM Kabupaten Deli Serdang 

terletak di Jalan Mawar No. 1 Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. 
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3.9.3. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Deli 

Serdang 

 

Gambar 3.3 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Deli Serdang 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Deskripsi Narasumber 

Dalam bab ini membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian 

di lapangan, dengan pendekatan kualitatif yang dikumpulkan melalui wawancara 

terhadap narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan kemudian 

ditarik kesimpulan. Analisis ini berfokus pada Implementasi Peraturan Pemerintah 

Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Deli 

Serdang. 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dilapangan dengan 

narasumber dapat dikelompokkan data-data yang berkaitan dengan kategori 

menurut jenis kelamin, umur, dan pendidikan. Sehingga dapat memudahkan dalam 

pendistribusian berdasarkan objek penelitian. 

Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai sumber 

informasi dan data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis 

sebagaimana penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut. 

a. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin 

Distribusi narasumber berdasarkan jenis kelamin dikelompokkan menjadi dua 

narsumber yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Karakteristik dan 

jawaban narasumber yang digunakan sebagai sumber informasi dan data 
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penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan yang 

akan diuraikan pada tabel 4.1 berikut disajikan persentase untuk masing-masing 

kategori sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Frekuensi Presentase 

1 Laki-laki 2 40% 

2 Perempuan 3 60% 

 Jumlah 5 100% 

Tabel 4.1 Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin 

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berjenis 

kelamin perempuan dengan frekuensi sebanyak 3 orang dengan presentase 60% 

sedangkan 2 orang berasal dari narasumber berjenis kelamin laki-laki dengan 

frekuensi sebanyak 2 orang dengan presentase 40%. 

b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur 

Distribusi narasumber berdasarkan umur dikelompokkan menjadi dua 

kelompok yaitu narasumber dengan umur 34-39 tahun, dan umur 40-50 tahun. 

Pada tabel dibawah ini akan dijelaskan frekuensi dan presentase masing-masing 

kategori umur sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 

Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur 

No Umur Frekuensi Presentase 

1 34-39 2 40% 

2 40-50 3 60% 

 Jumlah 5 100% 

Tabel 4.2 Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa narasumber berumur 34-39 

tahun dan umur 40-50 tahun, narasumber 34-39 tahun dengan frekuensi 2 orang 

atau 40%, sedangkan umur 40-50 tahun dengan frekuensi 3 orang atau 60%. 

c. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan 

Narasumber yang diwawancarai dikategorikan berdasarkan pendidikan yang 

dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu tingkat Sarjana dan SMA. Pada tabel 

dibawah ini akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan 

No Pendidikan Frekuensi Presentase 

1 Sarjana 3 60% 

2 SMA 2 40% 

 Jumlah 5 100% 

Tabel 4.3 Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan 

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber 
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pendidikan Sarjana dengan frekuensi 3 orang atau 60%, sedangkan pendidikan 

SMA dengan frekuensi 2 orang atau 40%. 

4.1.2. Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi 

a. Adanya unsur pelaksana 

Unsur pelaksana adalah kemampuan pimpinan dalam menjalankan 

kebijakan seperti menentukan tujuan dan sasaran, pelaksanaan operasional, 

pengawasan, serta penilaian. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dina Sylvani, S.IP., M.Si selaku 

Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan bahwa:  

”Tujuan dan sasaran dari kedisiplinan pegawai agar seluruh PNS di 

kabupaten Deli Serdang disiplin dalam bekerja untuk memaksimalkan 

pelayanan kepada masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan sasaran 

tersebut, pimpinan melakukan pelatihan mengenai pentingnya disiplin dan 

mematatuhi aturan yang ada, edukasi akibat dari pelanggaran disiplin, 

pengawasan, serta evaluasi kinerja pegawai secara berkala.” 

Kemudian hasil wawancara dengan Ibu Khairatun Hisan, S.Psi, selaku 

Analis SDM Aparatur Ahli Muda menyatakan bahwa: 

”Tujuan dan sasaran kedisiplinan pegawai untuk menciptakan lingkungan 

kerja yang profesional, efisien, dan produktif. Untuk meningkatkan kinerja 

pegawai, mengurangi tingkat pelanggaran dan penyimpangan, serta 

menumbuhkan budaya kerja yang bertanggung jawab. Untuk mencapai 

tujuan dan sasaran kebijakan adalah dengan melakukan pengawasan rutin 
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dan penilaian kinerja untuk memastikan pegawai mematuhi peraturan yang 

telah ditetapkan, serta menegakkan konsekuensi ataupun sanksi secara 

konsisten bagi pegawai yang melanggar aturan disiplin seperti peringatan 

tertulis, penangguhan, atau pemecatan, tergantung pada tingkat 

pelanggaran.” 

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Erwiyandari Pasaribu, S.E selaku 

pegawai bahwa:  

”Pegawai dapat mematuhi peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan, 

sehingga menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam pelaksanaan tugas 

sehari-hari. Saat ini Kabid penilaian kinerja pegawai sudah cukup baik 

dalam menangani masalah ketidakdisiplinan pegawai.”  

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Suwandi dan Devri Suherdi 

selaku pegawai menyatakan bahwa: 

”Tujuan dan sasaran kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh 

pegawai menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan konsisten, 

efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.” 

Dapat disimpulkan bahwa pimpinan dan pegawai dalam menjalankan 

kebijakan seperti menentukan tujuan dan sasaran, pelaksanaan operasional, 

pengawasan, serta penilaian melalui pengarahan kepada para pegawai tentang 

pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, yang merupakan 

sarana untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan. Selain itu, pimpinan 

mampu menegakkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, 
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menjalakankan semua SOP pada peraturan pemerintah tersebut, serta 

melakukan komunikasi yang baik antara pimpinan dan pegawai dalam 

menyampaikan aturan kedisiplinan dengan jelas.  

Selain itu, pimpinan juga mengadakan pengawasan, evaluasi, serta 

menindaklanjuti laporan tentang ketidakdisiplinan pegawai dengan melakukan 

inspeksi mendadak (sidak) secara langsung lalu diproses, dan di BAP (Berita 

Acara Pemeriksaan) sesuai dengan peraturan pemerintah tersebut. Saat ini para 

pegawai mampu dan sangat mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan sehingga 

disiplin pegawai terlaksana dengan baik dan dapat mencapai tujuan dan sasaran 

dari kebijakan. 

b. Adanya Program 

Program adalah kegiatan yang dilakukan oleh pegawai agar dapat 

memahami kebijakan dan dilaksanakan dengan baik, seperti sosialisasi ataupun 

pelatihan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dina Sylvani, S.IP., M.Si dan Ibu 

Khairatun Hisan, S.Psi bahwa: 

“Pegawai dituntut dapat proaktif dalam memahami isi peraturan. Saat ini 

pegawai dapat mengetahui peraturan serta kebijakan melalui website resmi 

BKPSDM Kabupaten Deli Serdang. Selain itu, program pelatihan atau 

sosialisasi secara berkala juga dapat dilakukan untuk memperbarui 

pengetahuan pegawai mengenai perubahan atau tambahan aturan yang 

mungkin terjadi, melalui rapat rutin ataupun koordinasi melalui grup 

Whatsapp agar dapat memastikan bahwa semua pegawai mendapatkan 
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informasi terbaru tentang kebijakan kedisiplinan.” 

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Devri Suherdi dan 

Ibu Erwiyandari Pasaribu, S.E bahwa: 

“Program yang dilakukan adalah sosialisasi dan edukasi mengenai 

pentingnya disiplin kerja dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.” 

 Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Suwandi bahwa: 

“Program yang dilakukan adalah melalui sosialisasi ataupun rapat rutin 

yang dilakukan pimpinan.” 

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber pada umumnya 

mengatakan hal yang sama mengenai program yang dilakukan agar pegawai 

dapat memahami kebijakan disiplin pegawai. Dengan mengadakan sosialisasi 

maupun rapat rutin. 

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa program yang 

dilaksanakan untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai telah menunjukkan 

hasil yang baik dan signifikan. Melalui serangkaian pelatihan, edukasi, 

penerapan kebijakan, pengawasan yang ketat, serta evaluasi, pegawai kini lebih 

disiplin dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Tingkat absensi berkurang, 

dan kepatuhan terhadap peraturan meningkat. 

c. Target Grup 

Target Grup yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang 

akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh 

kebijakan, serta bagaiman menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran 
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pelaksanaan tugas, melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS, serta 

meningkatkan upaya penegakan disiplin. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dina Sylvani, S.IP., M.Si dan Ibu 

Khairatun Hisan. S.Psi bahwa: 

”Kelancaran tugas adalah dengan melakukan evaluasi rutin, serta turun 

kelapangan seperti melakukan sidak ke puskesmas, sekolah, ataupun ke 

kecamatan. Contohnya di kecamatan, disetiap kecamatan masing-masing 

mempunyai perangkat daerah seperti camat dan sekretaris, tentang disiplin 

pegawai ini pada umumnya adalah tugas sekretaris jadi, disetiap OPD 

(Organisasi Perangkat Daerah) harus dapat memelihara tata tertib dalam 

kelancaran pelaksanaan tugas, serta memantau kedisiplinan pegawai. Jika 

didapati ada pegawai yang tidak disiplin, maka pihak BKD akan 

mendapatkan laporan melalui evaluasi yang diadakan secara rutin.”  

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Ibu Erwiyandari Pasaribu, S.E 

menyatakan bahwa:  

”Untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas, setiap pegawai harus 

membuat laporan kinerja, melalui website SIKOMIN (Sistem Informasi 

Kinerja dan Komunikasi Pegawai) mulai dari absen, serta laporan kinerja 

sehari-hari dilaporkan di website tersebut, setelah itu akan di evaluasi oleh 

pimpinan.” 

 Kemudian berdasarkan wawancara dengan Bapak Devri Suherdi dan Bapak 

Suwandi, menyatakan bahwa: 



43 

 

 
 

”Untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas ialah dengan membuat 

laporan kinerja serta absensi di webstite, komunikasi yang terbuka antara 

pimpinan dan pegawai juga harus dijaga agar setiap permasalahan dapat 

diselesaikan secara cepat dan efisien.” 

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber pada umumnya 

mengatakan hal yang sama. Pimpinan selalu memantau kinerja pegawai melalui 

sidak, maupun dari website SIKOMIN. Pimpinan juga mengadakan pelatihan dan 

sosialisasi yang berfokus pada peningkatan kesadaran akan pentingnya disiplin 

dalam bekerja. Selain itu, BKD juga menerapkan sistem absensi elektronik untuk 

memonitor kehadiran pegawai secara real-time melalui website SIKOMIN. 

Penegakan aturan dan sanksi yang tegas bagi pelanggar disiplin dilakukan untuk 

memberikan efek jera dan mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap 

peraturan. 

4.2.Pembahasan 

4.2.1. Analisis Hasil Wawancara 

Dalam rangka menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu Bagaimana 

Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Deli Serdang, 

maka penulis menganalisis perolehan data primer dari hasil penelitian yang 

disajikan sebelumnya. 

Dari seluruh data penelitian tersebut, maka akan diberikan analisis tentang 

Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Deli Serdang. 

Dalam melakukan analisis, data yang akan disajikan pada bagian selanjutnya akan 

disesuaikan dengan menggunakan data sekunder yakni teori-teori yang 
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berhubungan dengan tujuan kegiatan penelitian ini sebagai berikut: 

a. Adanya unsur pelaksana 

Tabel 4.4 

Jumlah Pegawai di BKPSDM Kabupaten Deli Serdang 

No Golongan/Pangkat Jumlah Presentase 

1 IV/c 1 2,4% 

2 IV/a 1 2,4% 

3 III/d 10 23,8% 

4 III/c 4 9,5% 

5 III/b 6 14,3% 

6 III/a 18 42,8% 

7 II/d 1 2,4% 

8 II/c 1 2,4% 

 Jumlah 42 100% 

Sumber: BKPSDM Kabupaten Deli Serdang, 2024 

Tabel 4.4 Jumlah Pegawai di BKPSDM Kabupaten Deli Serdang 

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, maka unsur pelaksana untuk melakukan 

pelaksanaan disiplin pegawai sebanyak 42 orang yang terdiri dari golongan IV/c 

sebagai Pembina Utama Muda 2,4%, golongan IV/a sebagai Pembina 2,4%, 

golongan III/d sebagai Penata Tingkat I 23,8%, golongan III/c Penata 9,5%, 

golongan III/b sebagai Penata Muda Tingkat I 14,3%, golongan III/a sebagai Penata 

Muda 42,8%, golongan II/d sebagai Pengatur Tingkat I 2,4%, dan golongan II/c 

sebagai Pengatur 2,4%. Setiap golongan memiliki tanggung jawab dan 
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wewenangnya masing-masing, namun tanggung jawab dan wewenang tersebut 

tidak terlepas dari pengawasan kedisiplinan pegawai. Sebanyak 23,8% golongan 

III/d memiliki wewenang khusus untuk melakukan pengawasan, penilaian, 

pengembangan program, serta manajemen sumber daya manusia bagi seluruh 

pegawai yang ada di Kabupaten Deli Serdang sebanyak 11.905 orang. 

Agar dapat meningkatkan produktivitas penegakan disiplin pegawai maka 

diperlukan sumber daya manusia yang lebih memadai untuk meningkatkan 

kapasitas dan kemampuan Badan Kepegawaian Kabupaten Deli Serdang.  Sebagai 

Aparatur Negara, Pegawai Negeri Sipil diharapkan selalu siap sedia menjalankan 

tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya dengan baik dan mentaati segala 

peraturan yang telah ditetapkan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk 

mengimplementasi kedisiplinan pegawai adalah dengan kemampuan pimpinan dan 

pegawai dalam menajalankan kebijakan seperti mencapai tujuan dan sasaran, 

pelaksanaan operasional, pengawasan, serta penilaian. Dalam mencapai tujuan dan 

sasaran kebijakan, pimpinan melakukan pelatihan dan pengarahan kepada para 

pegawai tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, yang 

merupakan sarana untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan, melakukan 

pengawasan, evaluasi kinerja secara berkala, serta menindaklanjuti laporan 

ketidakdisiplinan pegawai. Pimpinan saat ini dapat menerapkan kebijakan 

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dengan baik dan efektif. Selain itu, 

para pegawai dapat melaksanakan tugas secara tertib dan secara konsisten 

mematuhi ketentuan kerja yang sudah ditetapkan, sehingga diharapkan waktu jam 

kerja benar-benar dipatuhi. Dapat disimpulkan bahwa produktivitas dan penegakan 
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disiplin pegawai di BKPSDM Kabupaten Deli Serdang meningkat, serta pimpinan 

dan pegawai mampu menjalankan kebijakan dan menegakkan peraturan 

Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, menjalankan semua SOP pada peraturan 

pemerintah tersebut, serta melakukan komunikasi yang baik antara pimpinan dan 

pegawai dalam menyampaikan aturan kedisiplinan dengan jelas. 

b. Adanya Program 

Program adalah kegiatan yang dilakukan oleh pegawai agar dapat memahami 

kebijakan dan dilaksanakan dengan baik, seperti sosialisasi ataupun pelatihan, 

sehingga terwujudnya PNS yang berintegritas moral, profesional, dan 

bertanggungjawab. 

Program yang dilakukan yaitu dengan pelatihan atau sosialisasi secara berkala 

dilingkungan pemerintahan Kabupaten Deli Serdang yang dapat memperbarui 

pengetahuan pegawai mengenai perubahan atau tambahan aturan yang mungkin 

terjadi, ataupun melalui rapat rutin agar dapat memastikan bahwa semua pegawai 

mendapatkan informasi terbaru tentang kebijakan kedisiplinan. Pelatihan dan 

sosialisasi yang dilakukan adalah hal yang penting dilakukan untuk memastikan 

pegawai memahami dan mematuhi aturan serta standar yang ditetapkan. Proses ini 

dimulai dengan identifikasi kebutuhan pelatihan, di mana pihak BKPSDM 

mengumpulkan data tentang area-area yang memerlukan peningkatan disiplin 

melalui survei, wawancara, dan analisis kinerja. Hasil dari identifikasi ini 

digunakan untuk mengembangkan materi pelatihan yang komprehensif, mencakup 

topik-topik seperti etika kerja, kepatuhan terhadap peraturan, manajemen waktu, 

dan tanggung jawab profesional. 
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Program ini menunjukkan hasil yang baik dan signifikan di Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Deli Serdang. Melalui serangkaian pelatihan, 

edukasi, penerapan kebijakan, pengawasan yang ketat, serta evaluasi yang telah 

dilakukan, BKPSDM Kabupaten Deli Serdang mampu mewujudkan PNS yang 

berintegritas moral, professional, dan bertanggungjawab.  

c. Target Grup 

Target Grup yaitu sekelompok orang atau organisasi yang akan menerima 

barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan, serta bagaiman 

menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas PNS, 

sehingga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparatur 

Pemerintahan dapat berjalan dengan semestinya. 

Pimpinan dan pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Deli Serdang 

dalam memelihara tata tertib dalam kelancaran tugas adalah dengan melakukan 

evaluasi rutin, serta turun kelapangan seperti melakukan sidak ke puskesmas, 

sekolah, ataupun ke kecamatan. Selain itu, menciptakan dan memelihara budaya 

kerja yang positif di mana tata tertib dihargai dan dijunjung tinggi adalah kunci 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas.  

Selain itu, BKD juga menerapkan sistem absensi elektronik untuk memonitor 

kehadiran pegawai secara real-time melalui website SIKOMIN. Dengan adanya 

laporan kinerja yang tersedia secara online, Pimpinan dapat melakukan monitoring 

dan evaluasi kinerja pegawai secara real-time. Penegakan aturan dan sanksi yang 

tegas bagi pelanggar disiplin juga dilakukan untuk memberikan efek jera dan 

mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan. 
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Pada dasarnya pegawai dituntut dapat memahami isi peraturan. Pegawai dapat 

mengetahui peraturan serta kebijakan melalui website resmi BKPSDM Kabupaten 

Deli Serdang. Web resmi ini memiliki fungsi yaitu, sebagai pusat informasi resmi 

mengenai kebijakan, peraturan, dan prosedur kepegawaian. Informasi ini mencakup 

peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah daerah terkait kepegawaian, 

dan panduan pelaksanaan tugas. Situs web BKD sering digunakan untuk 

menyampaikan pengumuman penting dan pembaruan terbaru terkait kepegawaian. 

Dengan ini maka tata tertib dan kelancaran tugas PNS terjamin, sehingga dalam 

menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparatur pemerintahan dapat 

berjalan dengan semestinya. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 

Tahun 2021 adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban 

dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 

Untuk mewujudkan efektivitas pelaksanaan disiplin pegawai maka pimpinan dan 

pegawai harus mampu memenuhi unsur-unsur implementasi agar kebijakan 

peraturan disiplin pegawai dapat tercapai. 

Hal ini dapat dibuktikan dari pimpinan dan pegawai yang mampu mencapai 

tujuan dan sasaran kebijakan dengan mengadakan pengarahan kepada para pegawai 

tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang merupakan 

perwujudan dalam menuju tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan. Pimpinan 

memiliki kemampuan untuk melakukan pendisiplinan pegawai dengan efektif 

sehingga para pegawai dapat mematuhi aturan yang ada. Selain itu, pimpinan juga 

memiliki kemampuan dan ketegasan untuk menindaklanjuti laporan 

ketidakdisiplinan pegawai sesuai dengan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 

94 Tahun 2021. Untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai, pimpinan secara 

konsisten meninjau kinerja pegawai melalui sidak dan website laporan kinerja.  

Pegawai kini lebih disiplin dalam menjalankan tugas-tugas mereka berkat 

program pelatihan, pendidikan, penerapan kebijakan, pengawasan yang ketat, dan 

evaluasi yang telah dilakukan. Tingkat absensi berkurang, dan kepatuhan terhadap 
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peraturan meningkat. Pada tahun 2024 ini belum ada pemecatan akibat dari 

ketidakdisiplinan pegawai.  

5.2. Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang di lakukan oleh penulis, maka dari 

itu penulis memberikan beberapa saran-saran dalam Implementasi Peraturan 

Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di 

Kabupaten Deli Serdang: 

a. Kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Deli Serdang, agar 

tetap konsisten dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai, 

meningkatkan pemahaman pegawai tentang peraturan tersebut melalui 

sosialisasi, serta meningkatkan sumber daya manusia, penegakan 

hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Keberhasilan implementasi 

juga memerlukan kerja sama yang erat antara pimpinan dan pegawai 

dalam melaksankan kebijakan. 

b. Kepada pegawai di harapkan dapat memahami isi dari kebijakan 

tersebut, rutin mengikuti sosialisasi mengenai aturan kedisiplinan 

pegawai. Selain itu, diharapkan pegawai dapat menyelesaikan tugas 

dengan tepat waktu sehingga dapat mengelola dokumen atau surat 

menyurat dengan baik dan memberikan layanan terbaik kepada 

masyarakat. 
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